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BAB I
LANDASAN DAN TUJUAN  
PENDIDIKAN PANCASILA

Pada hakikatnya Pancasila mengandung dua 
pengertian pokok, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai 
pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, setiap 
warga negara Indonesia harus senantiasa mempelajari, 
mendalami, dan menghayati serta mengamalkannya 
dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Pada bab berikut ini akan diuraikan tentang 
landasan dan tujuan pendidikan Pancasila di perguruan 
tinggi.

A. Landasan Pendidikan Pancasila
Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

UUD 1945, dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa 
Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasi 
sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. 
Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa 
rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan 
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menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Masyarakat tidak dibolehkan menggunakan asas lain, 
sekalipun tidak bertentangan dengan Pancasila. Tampak 
pemerintahan Orde Baru berupaya menyeragamkan 
paham dan ideologi bermasyarakat dan bernegara dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik 
(Syahriyal Syiarbaini, 2003: 9). Oleh sebab itu, MPR melalui 
Sidang Istimewa tahun 1998 dengan Tap. No. XVIII/
MPR/1998 tentang Pencabutan Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila (P4) dan menetapkan Pancasila 
sebagai dasar negara. Pancasila sebagaimana dimaksud 
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari 
Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan 
secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

1. Landasan Historis
Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan 

hidupnya sendiri yang diambil dari nilai-nilai yang hidup 
dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Pancasila digali 
dari bangsa Indonesia sendiri yang telah tumbuh dan 
berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia. Yang 
dapat dipersamakan dengan lahirnya bangsa Indonesia 
yang memiliki wilayah seperti Indonesia merdeka saat 
ini adalah masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada 
masa itu, nilai-nilai ketuhanan, seperti kepercayaan kepada 
Tuhan telah berkembang dan sikap toleransi juga telah 
lahir, begitu pula nilai kemanusiaan yang adil dan beradab 
dan sila-sila yang lainnya.
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Setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang, 
nilai-nilai Pancasila itu telah melalui pematangan sehingga 
tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan 
Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai 
dasar negara. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia 
telah terjadi perubahan dan pergantian Undang-Undang 
Dasar, seperti UUD 1945 digantikan kedudukannya 
oleh Konstitusi RIS, kemudian berubah menjadi UUD 
Sementara, dan kembali lagi menjadi UUD 1945. Dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar itu tetap tercantum 
nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila 
telah disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi 
kebenarannya. Oleh sebab itu, secara historis kehidupan 
bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai 
Pancasila.

Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi 
terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah 
kenegaraan Negara Indonesia. Pancasila mendapat tempat 
yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan 
yang berkuasa. Penafsiran Pancasila didominasi oleh 
pemikiran-pemikiran dari rezim untuk melanggengkan 
kekuasaannya. Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan 
dengan nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). Pada 
masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan 
dengan berpedoman kepada butir-butir yang telah 
ditetapkan oleh MPR melalui Tap. MPR No. II.MPR/1978 
tentang P-4. Namun, penafsiran rezim itu membuat 
kenyataan dalam masyarakat dan bangsa berbeda dengan 
nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, 
timbullah tuntutan reformasi dalam segala bidang yang 
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salah satunya muncullah ketetapan MPR melalui Tap. MPR 
No. XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai 
Dasar Negara, yang mengandung makna ideologi nasional 
sebagai cita-cita dan tujuan negara.

2. Landasan Kultural
Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah sesuatu 

hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa 
itu sendiri. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup 
adalah bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan 
jati diri sehingga bangsa itu mudah terombang-ambing 
dari pengaruh yang berkembang dari luar negerinya. 
Kepribadian yang lahir dari dalam dirinya akan lebih 
mudah menyaring masuknya nilai-nilai yang datang dari 
luar sehingga dapat memperkukuh nilai-nilai yang sudah 
tertanam dalam diri bangsa itu sendiri. Sebaliknya, apabila 
bangsa itu menerima kepribadian dari bangsa luar, tentu 
akan mudah terpengaruh dengan nilai-nilai yang belum 
teruji kebenarannya sehingga dapat menghilangkan jati 
diri dari bangsa itu sendiri.

Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa 
Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang 
telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. 
Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila bukanlah 
pemikiran satu orang, seperti halnya ideologi komunis yang 
merupakan pemikiran dari Karl Marx, melainkan pemikiran 
konseptual dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, seperti Ir. 
Soekarno, Drs. Mohamamd Ha  a, Mr. Muhammad Yamin, 
Prof. Mr. Dr. Supomo, dan tokoh-tokoh lain-lain.
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Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa 
Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, 
Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dan 
tertutup. Pancasila mengandung nilai-nilai yang terbuka 
bagi masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik yang 
datang dari dalam negeri sendiri maupun yang datang dari 
luar negeri. Dengan demikian, generasi penerus bangsa 
dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan 
perkembangan zaman.

3. Landasan Yuridis
Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dipakai sebagai dasar penyelenggaraan 
pendidikan tinggi. Pasal 39 Ayat (2) menyebutkan bahwa 
isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan 
wajib memuat: (a) Pendidikan Pancasila, (b) Pendidikan 
Agama, dan (c) Pendidikan Kewarganegaraan. Di dalam 
operasionalnya, ketiga mata kuliah wajib dari kurikulum 
tersebut dijadikan bagian dari kurikulum yang berlaku 
secara nasional.

Sebelum dikeluarkan PP No. 60 Tahun 1999, Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 1990 
menetapkan status Pendidikan Pancasila dalam kurikulum 
pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap 
program studi dan bersifat nasional. Silabus Pendidikan 
Pancasila semenjak tahun 1983 sampai tahun 1999 telah 
banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan 
diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, 
bangsa, dan negara yang berlangsung cepat serta 


